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Pendahuluan

• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah sebuah lembaga non 
pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pengamatan, 
pengolahan, analisis, hingga publikasi informasi fenomena meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika

• BMKG menyediakan informasi meteorologi terkait penerbangan selama perjalanan 
dalam bentuk data angin di berbagai lapisan dan/atau foto awan.

• Meskipun prakiraan cuaca biasanya menyatakan bahwa cuaca diperkirakan cerah. 
Namun, informasi ini tidak menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang dan awak 
pesawat. Dalam cuaca cerah, kita sering dikejutkan oleh bencana tak terduga yang 
mungkin mematikan bagi penumpang, seperti turbulensi (guncangan hebat) dalam 
kondisi cuaca cerah, yang terkadang dikenal sebagai bencana tak terlihat di dunia 
penerbangan
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Reaserch Gap

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahalu yang telah membahas 
pentingnya SDM dan kualitas peralatan yang berlaku dalam memperoleh data 
secara maksimal, sedangkan pada penelitian ini berfokus pertanggungjawaban 
BMKG terhadap perkiraan yang dilakukan.
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Rumusan Masalah

Apakah bentuk pertanggungjawaban BMKG terhadap kesalahan prakiraan cuaca 
ekstream bagi keselamatan aktivitas penerbangan ?
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian ini didasarkan

pada sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang No 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Meteorologi.

Klimatologi dan Geofisika.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang

Peraturan Keselamatan penerbangan sipil bagian 174 (civil Aviation Regulations part 174)

tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aaeronautical Meteorological

Information Services).
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Pembahasan

A. Proses Penerbangan Oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) 
Dalam Aktivitas Penerbangan 

• Hal yang penting adalah pengamatan rutin dan pengamatan khusus di pesawat udara selama penerbangan.

• Pengawasan BMKG dilakukan pada setiap produk/berita/data yang dikeluarkan sebelum diupdate ataupun
sebelum diambil langsung oleh pengguna jasa oleh bagian verifikasi yaitu Kepala Seksi Data dan Informasi/
Kepala Kelompok Data dan Informasi.

• Setelah diverifikasi BMKG dapat mendistribusikan prediksi cuaca penerbangan kepada konsumen layanan

• Khusus penyampaian informasi kepada pilot, maka BMKG menyediakan peralatan pengamatan Automated
Weather Observing Systeam (AWOS).

• Berdasarkan peraturan pemerintah No 46 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan
data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat disimpulkan sepanjang BMKG melakukan wewenangnya
hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya SDM yang berkulitas dan sarana prasarana yang baik sesuai
dengan standar prosedur yang berlaku.

• Sebagai contoh, terjadi cuaca ekstream di bali yang menyebabkan perjalanan pesawat menjadi terhambat.
BMKG harus memastikan penyebab yang menjadi pesawat tersebut tidak sampai ke tempat tujuan. Karena
adanya peningkatnya potensi hujan di wilayah Indonesia yang mengakibatkan gelombang atmosfer Rossby
Ekuatorial aktif di wilayah Jawa-Bali
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Pembahasan

B. BMKG Sebagai Aparatur Sipil Negara 

• Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan 
memberikan layanan publik kepada masyarakat. 

• Kode etik menjadi landasan bagi aparatur sipil negara yang harus dijadikan pedoman dalam berperilaku 
menjalankan tugas dan kewajibannya serta etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan

• Hubungan antara kode etik ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap ASN untuk 
mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan sangat erat kaitannya.

• Undang-Undang No 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Meteorologi. Klimatologi dan Geofisika 
dalam pasal 1 menyebutkan kedudukan BMKG adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin 
oleh kepala badan.

• Calon pegawai BMKG dapat diangkat menjadi ASN apabila telah mendapatkan sertifikasi profesi di bidang meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika. Hal ini bertujuan untuk melihat jika seseorang tersebut mampu bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara spesifik ASN di BMKG 
tentunya harus tunduk oleh peraturan BMKG terkait kode etik dalam pelayanan publik. 
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Pembahasan

C. Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik oleh Ombusman

• Sengketa pelayanan publik muncul sebagai akibat dari pengaduan dan laporan masyarakat penerima pelayanan 
yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh putusan dari penyelenggara publik.

• Ombusman dapat melakukan investigasi di lapangan tanpa pemberitahukan ke obyek pelayanan publik terlebih 
dahulu. Hal ini Ombusman dapat menilai apakah telah sesuai terjadi penyalahgunaan wewenang antara 
pelaporan yang diajukan dengan hasil investigasi.

• Setelah dilakukannya mediasi, Ombusman akan memberikan rekomendasi dan monitoring ke instansi pelayanan 
publik pihak terlapor yang berisi mengenai hal-hal yang dilaporkan kepada atasan ataupun kepada bawahan 
instansi. 

• Ombusman sebagai pengawasan pelayanan publik berhak melakukan tugasnya untuk mengawasi BMKG. 
Keputusan BMKG dapat digugat melalui ombusmen ketika dalam penyampaian putusannya mengenai keadaaan 
cuaca yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai pelayan publik. Contohnya 
ketidakprofesionalan dalam memberikan informasi cuaca atau peringatan dini, penanganan aduan yang lamban 
atau tidak memadai, pelanggaran etika dalam pelayanan, atau perilaku diskriminatif atau tidak sopan.
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Pembahasan

D. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

• Sengketa tata usaha negara berbeda dengan sengketa di persidangan lainnya, perbedaan ini terlihat dari subjek 
maupun objeknya.

• Objek sengketa TUN harus memenuhi unsur-unsur yuridis keputusan hukum positif yaitu penetapan secara 
tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, penetapan berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkret, 
individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

• Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu melalui upaya administrasi dan 
pengajuan gugatan ke PTUN.

• BMKG dalam menjalankan kewenangannya menyampaikan prakiraan cuaca untuk kru pesawat dapat melalui 
ATC dengan menggunakan media yaitu alat Automated Weather Observing Systeam (AWOS) data dapat 
berubah secara berkala tanpa berhenti. Hal ini berarti BMKG tidak memenuhi unsur objek KTUN karena tidak 
mengeluarkan keputusan tata usaha secara tertulis dan bersifat konkrit.
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Pembahasan

E. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negri

• Objek sengketa perdata mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban antar perorangan ataupun badan 
hukum yang satu dan lainnya merasa kepentinganya dirugikan 

• Ciri-ciri gugatan perdata adalah gugatan perbuatan melawan hukum.

• Unsur-unsur dalam gugatan perbuatan melawan hukum yaitu, adanya perbuatan yang dilakukan, perbuatan 
tersebut melanggar hukum, kerugian yang ditimbulkan, memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan 
melawan hukum dengan kerugian, dan ada kesalahan yang tidak disengaja. 

• BMKG yang telah menjalan tugasnya menyampaikan perkiraan cuaca yang telah sesuai dengan prosedur tetapi 
tidak sesuai dengan kondisi cuaca pada saat itu, maka harus membuktikan hal tersebut adalah diluar 
kemampuan BMKG. Hal ini berarti BMKG telah memenuhi unsur sebagai subjek yang telah merugikan 
keselamatan penumpang dang kru pesawat secara materill dan objek sengketa dalam adanya potensi perbuatan 
melawan hukum yang dilakukannya.
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Temuan Penting Penelitian

Berikut beberapa pilihan yang dapat diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban BMKG terhadap kesalahan 
prakiraan cuaca ekstream bagi keselamatan aktivitas penerbangan.

Penyelesaian Sengketa melalui Ombudsman dapat dilakukan jika pelayanan pegawai BMKG dalam
menyampaikan keadaaan cuaca yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai
pelayan publik. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dapat ditempuh jika adanya kerugian
yang ditimbulkan akibat dari pemberitahuan cuaca tersebut maka BMKG harus membuktikannya di dalam
persidangan bahwa hal tersebut adalah diluar kemampuan BMKG

Upaya hukum yang dapat diambil Apakah telah memenuhi unsur 

omnibusman Iya 

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak 

Pengadilan Negeri Iya
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